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MENTERJ PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KXPAI.A BADAN PERINCAI\AAN PEMBANGUNAN NASIONAI,.

bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya penyediaan layanan
air minum dan sanitasi yang ber.kelanjutan di Indonesia, diperlukan
pelibatan berbagai sektor da! instansi baik di tingkat pusat inaupun
daerah serta menggutlakan berbagai suntber. pendanaan, per.lu
dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan air nlinum dan
sanitasi, baik dalam perencaraan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi;

bahwa Kementerian Perencanaan pemb4ngunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk ntengkoordinasikan pefiyusunan program pembangunan
nasional, pelaksanaanr pernantauan dan evaluasi pembangunan dengan
rnstansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimalla dirnaksud dalam hut"r.
a daL hnflLf b, telah ditetapkan Keputusan Menteri perencanaan

Pembangunan Nasional,/Kepala Badan Per.encanaan pembangunan

Nasional Nomor KEP.407lM.PPN/o7l2008 tefltang pembentukan Tin1
Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sarlit"isi;

bahwa dengan dilakukarnya restrukturisasi di Kementeria[ terkait
pcrlu mempefbaharui keanggotaan dan perlu membentuk Tinl
Pengarah Perubangunan Air Minunr dan Sanitasi sebagainiana
dimaksud dalan huruf c;

Wahwa para pejabat yang nanurya tercantum dalam tampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan menrenuhi persyaratar untuk
nlelaksanakan tugas sebagai an&aota Tinl Peng4rah pembangunan AiI
Mi uft dan Sal tasi;
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Undafl8-Undang Nomor 17 Tah:j'n 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik hldonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lenbarair Negara Indonesia Nomor 4286);
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b. Undang-UndanS Nomor 7 Tahun 2004 tefltang Sunlber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu! 2004 Nomor 32,
Tambahan l,embaran Negara Indonesia No,ir.or 4377);

c. Undan8-Undang Nomor 25 Tah]ln 2004 tentang Sistem perencana4n

Pembangunan Nasional (l€mbaran Negar.a Republik lndohesia Tahun
2OO4 Nonror 1O4, Tafibahafl tembaran Negara Indonesia Nomor
442"t)\

d. UndanS-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambakan Lembaran NeSara Indonesia Nomor 4437) sebag,jrnana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3z'tahun 2OO4 tentafig
Peme ntahan Daerah mejadi Unda[g-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4548);

e. Undang-Undallg Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sanlpah
(tambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indoflesia Nontor 4851);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana Kerja
Peruerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Pere canaan
PembanSuflan N4sional;

h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pen$entukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

i. Peraturah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Peftbangunan Nasional Nomor
P8R.004,/M.PPN/09,/2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
AnSSaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasioflal sebagainlana telah bebetupa kali diubah,
terakhir denSan Peraturan Menteri Perencanaan Penban8unan
Nasiolal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunah Nasional Nomor 2
Tahun 20l0;

j. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembaflgunan Nasional/Kepala
Badan Perencaraan PembaflSun4n Nasional Nomor PER.

005/M.PPN/ 10/2007 tentanS Orgaflisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Perencanaan Pembangu[an Nasional/Badan Per'encanaan
Pembangunan Nasional;
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MEMTMISKAN:

KXruTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN
NASIONAL/KXPAI"A BADAN PERINCANAAN PI.MBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TlM PINGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM
DAN SANITASI.

Membentuk Tim Pengarah Pembangunan Air Minun dan Sanitasi, u11tuk
selanjuhlya disebut Tinl Pengarah dengan susuflan keanggotaan
sebagaimana terEantum dalanr tampiran Keputusal Ini.

Tinl Pengarah bertugas:

a. merumuskan kebijakan, strategi, dafl program pentbangunan air
minunl dan sanitasi;

b. melakukan koordinasi, pengendalian, dan penuntapan pelaksanaan
pembangunan air minu ) dan sanrtasi;

c. memberikan a,taha,L dalaur upaya percepatan pencapaian target da[
sasarar Renc4na. Pembalrgunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2O1O-2O14, Milleniam l)evelopnEnt Goals bidang air minunl dan
sanitasi fujuan 7 target 10 : !'Menurunkan sebesar separ-uh proporsi
penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang anlarr d^n
berkelanjutan seria fasilitas sanitasi dasar pada tahun 20I51,, Program
Percepatan Pembangunafl Sanitasi Permukiman (PPSP), serta Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

d. menSembangkan dan mengarahkan pelaksaflaan pembangunan air
minum darl sanitasi dengan sunber pendanaan dalam dan lual.negeri;

e. membenfuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkuflgan
(Pokja AMPL) Nasional untuk nrembantu pelaksanaan tugas Tihr
Pengarah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Kelompok Kerja
Air Miflum dan Pehyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yang
difetapkan melalui Keputusan Ketua Till1 Pengarah.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Pengarah dibebankan pada AngSaran Pendapatan dan Belanja Netara
masing-masifl8 Kementerian dafl leftlbaga terkait.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri PeFencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor KXP.407IM.PPN/07I2008 tentang Pembentuk4n Tim
Pengarah Pemban8unan Air Minuru dan Sanitasi, dicabnl da].]. dinyatakan
fidak herlrku.

KEENAM.
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KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tAnggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak
5 Jan.j. ri 20ll.

Diletapk^fl dt Jakarta
p da tanryal 31 Maret 201I
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kep4!b&
1. Meflteri Keuangan;

2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Meflted Kesehatan;

4. Meflteri Dalam NeSed;
5. Menteri Lingkungan Hidup;
6. Menteri Perumahan R ryat;
7. Direktorat Jenderal AnSgaran, Kemefltedan Keuangan;

8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemerterian Keuangan;
9. Sel(Ieta s Mente.i Negara PPN/Sekr€taris Utama, Kemente an PPN/Bappeflas;
10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappeflas;
I 1. Kepala Biro Perencanaan, OrSanisasi dan Tata I?ksana, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Kepala Birc Hukrft, Keftenteriah PPN/Bappenas;

I3.Yang bersan8kuta[.
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SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

Deputi Bidang Sara[a dan Ptasarar.a, Kementerian
PPN/Bappenas.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Depufi Bidang Sumb€r Daya Manusia dan Kebrdayaa\
Kementerian PPN/Bappenas;

2. DirekturJenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

3. DirekturJenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuahgan;

4. Direktu Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;

5. DirektwJenderal Bina Pembaflgunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

6. Direktur Jenderal Pemberdayaan A,,lasyarakat dan Desa,

Keruenterian Dalam Negeri;

7. DilektE Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

LinSkunSan, Kementerian Kesehatan;

8. Deputi Bidang Pengendalian Pellcemaran Lingkungan,
Ke enterian Lingkungan Hidup;

9. Deputi BidanS Pengelolaan 83, Limbah 83 dan Samah,
Keruenterian Lingkungan Hidup;

I0. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian
Perumahan Rakyat.

/t KEPALA BADAN PERXNCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,,
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